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PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU POLITIK UANG 

DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT PASAL 523 UU N0.7 TAHUN 2017  

Abstrak 

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku politik uang dalam 

pemilihan umum berdasarkan ketentuan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius yang 

mengancam integritas demokrasi dan mencederai asas pemilu yang luber (langsung, umum, 

bebas, rahasia) serta jurdil (jujur dan adil). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

unsur-unsur tindak pidana politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 523, bentuk 

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, serta hambatan penegakan hukumnya. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan 

perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Pasal 523 mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan 

sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk 

mempengaruhi pilihannya, baik pada masa kampanye, masa tenang, maupun hari 

pemungutan suara. Pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila 

terpenuhi unsur kesengajaan, adanya pemberian atau janji, serta tujuan mempengaruhi pilihan 

pemilih. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala seperti minimnya bukti, 

rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan adanya intervensi politik. Penelitian ini 

merekomendasikan penguatan pengawasan, edukasi politik, dan koordinasi antar-lembaga 

guna menekan praktik politik uang dalam pemilu. 

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, politik uang, pemilihan umum, Pasal 523, UU 

No. 7 Tahun 2017.  
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Criminal Liability of Vote-Buying Perpetrators in General Elections Pursuant to Article 

523 of Law No. 7 of 2017 

ABSTRACT 

This study examines criminal liability for perpetrators of vote-buying in general elections 

based on the provisions of Article 523 of Law Number 7 of 2017 concerning General 

Elections. Vote-buying is a serious violation that threatens the integrity of democracy and 

undermines the principles of direct, general, free, and confidential elections, as well as fair 

and honest elections. The purpose of this research is to analyze the elements of the criminal 

act of vote-buying as stipulated in Article 523, the forms of criminal liability for perpetrators, 

and the obstacles to its enforcement. This research employs a normative juridical method 

with statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature studies of 

legislation, scholarly works, and relevant court decisions. The results indicate that Article 523 

stipulates criminal sanctions for any person who intentionally promises or gives money or 

other material benefits to voters to influence their choice, whether during the campaign 

period, the cooling-off period, or election day. Criminal liability may be imposed if the 

elements of intent, the act of giving or promising, and the purpose of influencing voters’ 

choices are fulfilled. However, law enforcement still faces challenges, such as insufficient 

evidence, low public legal awareness, and political interference. This study recommends 

strengthening supervision, political education, and inter-agency coordination to suppress 

vote-buying practices in elections. 

Keywords: criminal liability, vote-buying, general election, Article 523, Law No. 7 of 2017. 
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